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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sebagai Institusi yang menjalankan Tri 

Dharma Perguruan Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan 

bangsa melalui kerja sama antara lembaga. Namun demikian, kerja sama yang 

dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang 

non-akademik. 

Sejak beberapa tahun terakhir, Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sudah 

banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga, kerja sama tersebut sudah 

barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada 

masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan 

meningkatnya keinginan saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik 

akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang 

dimiliki oleh Akademi Keperawatan Teungku Fakinah perlu dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk menangkap peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, 

guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu 

Panduan Kerja Sama. Kerja sama yang dimaksudkan dalam Panduan Kerja Sama ini 

adalah kesepakatan antara Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dengan mitra 

kerja, baik ditingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam 

kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak 

yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut. 

 
 

1.2 Dasar Hukum  Kerja Sama 
 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama 

Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar 
Negeri. 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Kerja Sama Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang 
Kerja Sama Perguruan Tinggi. 

8. Kep. Menkes RI. No. HK. 00.06.1539 Tahun 1991 Tentang Izin Penyelenggaraan 
Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh. 

9. Kep. Mendiknas RI. No. 155/D/O/2005 Tahun 2005 Tentang Ijin Pengalihan 
Pembinaan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh dari Depkes Ke 
Depdiknas.  

10. Akte Notaris Yayasan Teungku Fakinah Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2017. 
11. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh. 
12. Renstra Akper Teungku Fakinah. 

 
1.3. Tujuan Kerja Sama 

 
Kerja sama di lingkungan Akper Teungku Fakinah bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan 

relevansi pelaksanaan Tri Dharma PerguruanTinggi; 
2. Meningkatkan kinerja dan mutu Akper Teungku Fakinah; 
3. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling 
menguntungkan. 

 
1.4 Penegasan Istilah 

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Akademi Keperawatan Teungku 
Fakinah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam 
maupun di luar negeri. 

2. Akademi Keperawatan Teungku Fakinah, disingkat Akper Teungku Fakinah 
3. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan 

kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dengan ATF yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

4. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
menyelenggarakan program pendidikan diploma, strata satu (sarjana), magister (S-
2), doktor (S-3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah 
institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan/atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik 
dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerja sama dengan Akper Teungku 
Fakinah. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk 
universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas. 

5. Tri dharma Perguruan Tinggi ialah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara 
pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, 
apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. 
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7. Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di 
antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota 
Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam 
bentuk kontrak kerja. 

8. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan Akademi 
Keperawatan Teungku Fakinahi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk 
pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerja sama Akper Teungku Fakinah terdiri dari 
Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Addendum jika diperlukan. 
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BAB II 
RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA 

 
2.1 Ruang Lingkup Kerja Sama 

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-

bidang lainnya, seperti magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, 

dan pengelolaan kursus kewirausahaan yang dianggap menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. 

 
2.2 Bentuk Kerja Sama 

2.2.1 Kerja Sama Bidang Akademik 
Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Akademi Keperawatan 

Teungku Fakinah dengan perguruan tinggi lain. Bentuk-bentuk kegiatan 
kerjasama antara Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dengan perguruan 
tinggi lain berikut : 
1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 
2. Penjaminan mutu internal. 

 
Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Akademi Keperawatan 
Teungku Fakinah dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan 
melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

 
1. Pengembangan sumber daya manusia, 
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 
3. Bentuk lain yang dianggap perlu. 
 
Kerja sama akademik antara Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dengan 

perguruan,tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai 
kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. 
 

Kerja sama bidang akademik antara Akademi Keperawatan Teungku Fakinah 
dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan 
dengan cara : berbagi praktik baik (best practices) penyelenggaraan penjaminan 
mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam 
penyediaan sumber daya penjaminan mutu. 

 
2.2.2 Kerja Sama Non Akademik 
 

Kerja sama bidang non akademik antara Akper Teungku Fakinah dengan dunia 
usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya 
manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, 
magang/praktik kerja (internship). 
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Kerja sama non-akademik Akper Teungku Fakinah  dengan perguruan tinggi mitra 
maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk 
kegiatan lain ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

KERJA SAMA DALAM NEGERI 

 

3.1 Tujuan Kerja Sama  

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa 
Akper Teungku Fakinah menjadi masyarakat Indonesia dan global yang mendukung 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung perdamaian 
dunia melalui penguatan nasionalisme oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan 
internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan: 

1. Meningkatkan kualitas lulusan Akper Teungku Fakinah dalam membangun 
masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja Nasional dan 
Internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan 
komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar daerah; 

2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya berbasis 
pengetahuan, dan 

3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab 
tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals 
(MDGs). 

3.2 Prinsip Kerja Sama 

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang 
digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan 
hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri 
dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip: 

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan 
daya saing bangsa; 

2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Akper Teungku Fakinah dapat menjalin 
kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan 
meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama 
hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah 
diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara 
Indonesia; 

3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama 
selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar 
dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi 
di Akper Teungku Fakinah; 

4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi 
Akper Teungku Fakinah dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara 
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berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku 
kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau 
internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak 
lainnya; 

5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman 
budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional. 

 

3.3 Prosedur Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Bagian Kerja Sama Akper Teungku Fakinah  
harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur 
kerja sama yaitu sebagai berikut: 

1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra; 
2. Penyusunan naskah kerja sama; 
3. Pengesahan naskah kerja sama; 
4. Pelaksanaan kerja sama; 
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; 
6. Pengembangan program; dan 
7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama. 

 
Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang 

dilakukan oleh unit kerja atau Bagian Kerja Sama Akper Teungku Fakinah. Tahapan ini 
dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan Bagian Kerja Sama Akper 
Teungku Fakinah 

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu 

tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota 

Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerja Sama 

Akper Teungku Fakinah. 

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama apabila waktu kerja 

sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang dilakukan 

oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Akper Teungku Fakinah harus 

dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih 

dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU 

dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang 

bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (Minutes of Meeting) dibuat oleh pengusul dan 

mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.  

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait 

atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja 
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sama. MoU ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama 

berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama 

terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama. 

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai 

kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan 

penandatanganan MoA dikoordinasikan kepada Direktur. 
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BAB IV 

KERJA SAMA LUAR NEGERI 

 

Kerja Sama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerja sama antara Akper Teungku 

Fakinah dengan Perguruan Tinggi atau instansi di luar negeri yang bersifat melembaga. 

Kerja Sama Luar Negeri yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang 

dimaksud dalam panduan ini. Kerja Sama Luar Negeri dapat berbentuk kerja sama yang 

outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam 

program Kerja Sama tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang yang 

outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada 

pemberian Sertifikat Alih Kredit (credit transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan 

dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika 

lulus (disebut Kerja Sama Non-gelar). Bentuk-bentuk Kerja Sama Luar Negeri yang lain 

adalah pertukaran dosen (staff exchange), pertukaran mahasiswa (student exchange), 

penelitian bersama (joint research), penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), 

pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), penyelenggaraan pertemuan ilmiah 

bersama, magang mahasiswa (internship), penyediaan beasiswa (scholarship), dan 

pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing).  

Pelaksanaan Kerja Sama Bergelar dan Kerja Sama Non-gelar harus mendapatkan izin 

tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain 

pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Direktur ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

4.1 Tujuan Kerja Sama Luar Negeri 

Program Kerja Sama Luar Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa 

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah menjadi masyarakat global yang mendukung 

perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil 

melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja Sama Luar Negeri 

bertujuan: 

1. Meningkatkan kualitas lulusan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dalam 

membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja 

internasional dengan tambahan keterampilan multi-bahasa, kemampuan 

komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar Negara; 

2. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi dan social budaya berbasis 

pengetahuan; dan 
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3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab 

tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals 

(MDGs). 

1.2 Prinsip Kerja Sama Luar Negeri 

Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang 

digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, 

dan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerja Sama Luar 

Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:  

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada 

peningkatan daya saing bangsa;  

2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Akademi Keperawatan Teungku 

Fakinah dapat menjalin Kerja Sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di 

luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh 

sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi 

luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi 

yang diakui di negaranya;  

3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama 

selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar 

dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan 

tinggi di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah;  

4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi 

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah dan pihak-pihak yang bekerja sama dan 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi manfaat bagi 

pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian 

nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat 

diperluas ke pihak-pihak lainnya;  

5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman 

budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional. 

1.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri  

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Akademi 

Keperawatan Teungku Fakinah harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari 

kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:  

1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra; 
2. Penyusunan naskah kerja sama; 
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3. Pengesahan naskah kerja sama; 
4. Pelaksanaan kerja sama; 
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; 
6. Pengembangan program; dan 
7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama. 

 
Penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang 

dilakukan oleh unit kerja (unit kerja lain) atau Bagian Kerja sama Akademi 

Keperawatan Teungku Fakinah. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin 

atau sepengetahuan unit kerja Bagian Kerja sama Akademi Keperawatan Teungku 

Fakinah.  

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerja sama yaitu suatu 

tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan 

Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh Unit Kerja atau Bagian 

Kerja Sama Akper Teungku Fakinah.  

Pengesahan kerja sama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaaan monitoring dan 

evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerja sama bila waktu kerja 

sama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerja sama yang 

dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Akper 

Teungku Fakinah harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.  

Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan 

dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh 

pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita 

Acara Kegiatan (Minutes of Meeting) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan 

disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Nota Perjanjian Kerja sama berupa 

MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada 

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU 

ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku 

selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung 

mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.  

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah 

dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat 

pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Direktur. 
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BAB V 

JENIS –JENIS DOKUMEN KERJA SAMA 

5.1 Berita Acara (MoM) Kerja Sama 

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun 

organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal 

yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga 

berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah 

pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh Akper Teungku Fakinah maupun pihak mitra 

sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerja sama 

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut : 

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi hari, tanggal, dan tahun. 

2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor gedung, dan lain 

sebagainya secara lengkap. 

3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan 

keterangan lain. 

4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, 

jumlah, kondisi dan lain-lain 

5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan dan dibubuhi stempel mitra. 

 

5.2 Rintisan/Inisiasi Kerja Sama 

Rintisan atau inisiasi dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan 

mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh (Direktur, 

Pejabat,Dosen/Tenaga kependidikan) Teungku Fakinah. Rintisan atau Inisiasi kerja sama, 

sering dikenal dengan surat niat (a letter of Intent) ialah surat yang dibuat dan atau 

disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti 

tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja 

sama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. 

Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan 

individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan), yang bersangkutan harus 

segera melaporkan ke Unit  Kerja sama Akper Teungku Fakinah dengan menunjukkan A 

Letter of Intent (LOI) yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti 

tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut. 

 

5.3 Nota Kesepahaman (MoU) 

Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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(KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. 

Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.  Hal ini berarti bahwa orang 

per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya 

boleh membuat perjanjian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian); 

2. Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja; 

3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara; 

4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang 

memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan 

5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, 

MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan. Secara umum, Nota 

Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan diantara pihak-pihak untuk 

berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang 

belum pasti sudah dapat dipastikan.  

 

Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan 

demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali 

Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para 

pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Apabila dalam 

kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan subtansi dari Nota Kesepahaman, maka 

pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa 

Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. 

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak 

dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan 

hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat 

surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum subtansi yang 

terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara 

prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari 

Nota Kesepahaman tersebut. 
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Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-

bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Judul 

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota 

Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para 

pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak 

yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian 

Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor 

surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin 

tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang 

diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di 

sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan. 

2. Bagian Pembukaan. 

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. 

Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan saat Nota 

Kesepahaman. 

b. Jabatan para pihak 

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan 

atas nama institusi. 

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil 

dari masing-masing institusi; 

- Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum 

privat maupun badan hukum publik. 

c. Konsiderans atau pertimbangan 

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi 

latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman. 

- Konsiderans diawali dengan kalimat :"Dengan terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". 

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu 

kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca 

titik koma (;). 
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3. Bagian Isi. 

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan 

untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi 

Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua 

belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, 

ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua 

pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, 

sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan 

Kerja Sama). Pada umumnya subtansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan 

kegiatan yang saling menguntungkan. 

b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota 

Kesepahaman. 

d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka 

waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak). 

e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang 

dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada 

salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang 

sah sesuai dengan kesepakatan. 

f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya 

dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 

4. Bagian Penutup. 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan 

kalimat yang sederhana. 

5. Bagian tanda tangan para pihak 

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak 

membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri 

atas: 

a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman 

memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak 

diatas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

b. Penandatangan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah 

sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah. 
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5.4 Perjanjian Kerja Sama 

Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya 

diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara 

umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam 

hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal 

teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu 

kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di 

dalamnya atau yang menandatanganinya. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di 

mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana 

kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian 

mengandung unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan 

hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana 

dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum 

bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut. 

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hakikatnya 

dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling 

memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan 

hukum ( subjek hukum). 

c. Mengikatkan diri. Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak 

yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul 

karena kehendaknya sendiri. 

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka 

perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan : 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat 

barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak 

lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang 

tersebut;. 

2. Cakap untuk membuat perikatan. 

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terkualifikasi 

sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHP. Dalam hal suatu perjanjian yang 

dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka 

Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHP). 

 



17 | P a g e  

 

3. Suatu hal tertentu. 

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu 

perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal 

demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHP menentukan bahwa hanya barang- 

barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain 

itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHP barang-barang yang baru akan ada di 

kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-

undang secara tegas. 

4. Suatu sebab atau causa yang halal. 

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. 

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHP menyatakan suatu 

perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri 

atas bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Judul. 

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian 

Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau 

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya 

menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang 

menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama 

institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. 

Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa 

diakhiri tanda baca.Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama 

menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman 

judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di 

sebelah kanan. 

2. Bagian Pembukaan. 

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian 

Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan saat 

Perjanjian Kerja Sama. 
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b. Jabatan para pihak 

- Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan 

bertindak untuk dan atas nama institusi. 

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang 

merupakan wakil dari masing-masing institusi. 

c. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan 

hukum privat maupun badan hukum publik. 

d. Konsiderans atau pertimbangan 

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang 

menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama. 

Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". 

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan 

dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan 

diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 

3. Subtansi Perjanjian Kerja Sama 

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki 

kelelusaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi 

Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang 

dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan 

secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja 

Sama memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk 

melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan. 

b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban 

masing- masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat 

sebelah). 
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d. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai 

akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak 

atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai 

dengan kesepakatan. 

e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, 

berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama 

sebelum jangka waktu berakhir. 

f. Keadaan Memaksa(Force Mejeure), yang memuat sikap para pihak terhadap 

setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak 

yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian. 

g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin 

untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di 

antara pihak- pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama. 

h. Aturan Peralihan, yang memuat peralihan yang mungkin terjadi, yang hanya 

dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 

4. Bagian Penutup. 

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan 

dengan kalimat yang sederhana. 

5. Bagian tanda tangan para pihak 

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para 

pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan 

terdiri atas: 

a. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja 

Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para 

pihak di atas materai Rp 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

b. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri 

bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Nomor : 190/01.1/ATF/KERMA/VI/2020 tentang Panduan Kerja Sama di Akper Teungku 

Fakinah. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan 

baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan 

dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.  

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan kuantitas dan kualitas 

kerja sama yang terjalin antara Akper Teungku Fakinah dengan mitra yang bermuara pada 

peningkatan pencapaian visi dan misi di Akper Teungku Fakinah. 
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FORMAT MoU 

 

 

NOTA KESEPAHAMAN 

 ANTARA 

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH 

DENGAN 

(NAMA INSTANSI) 

TENTANG 

…………………………………………………………………… 

 

                        
 

Pada Hari ini …….Tanggal…….. Bulan…… Tahun…, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

NOMOR : 
……………………………………… 

………………………………………. 

I.  ……… 

 
 
 
 
 
  

: Jabatan, Surat Keputusan Pengangkatan 

(Jika ada), Tanggal Surat Keputusan, 

Alamat, oleh karenanya sah bertindak 

untuk dan  atas nama serta mewakili 

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah 

Banda Aceh yang selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA. 

II. …….. : Jabatan, Surat Keputusan Pengangkatan 

(Jika ada), Tanggal Surat Keputusan, 

Alamat, oleh karenanya sah bertindak 

untuk dan atas nama ……. (Mitra Kerja) 

untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini 

disebut sebagai “PIHAK KEDUA” 

LOGO 
MITRA 
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani 

perjanjian kerjasama dalam hal ……. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam 
bidang ________________________________ sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang 
masing masing PIHAK guna meningkatkan kemampuan PARA PIHAK. 
 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain sebagai berikut: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. dst 

Pasal 3 

PELAKSANAAN KERJA SAMA 

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat akan diatur kemudian atas 

dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian 

tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. 

 

Pasal 4 

JANGKA WAKTU 

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) tahun ….. mulai tanggal….                                               sampai dengan 

……..; 

2. Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK  berencana untuk memperpanjang atau 

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing PIHAK wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya  dalam jangka waktu paling lama 

2 (dua) bulan sebelum masa perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini. 
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Pasal 5 

PEMBIAYAAN 

Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi 

beban dan tanggungjawab masing masing PIHAK. 

Pasal 6 

ATURAN PERALIHAN 

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman 

ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 7 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan 

tertulis PARA PIHAK. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan 

kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Pasal 8 

PENUTUP 

Piagam Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap. 

 

    

 
 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

 

PIHAK KEDUA, 

 

(……………………………) (………………………………..)  



25 | P a g e  

 

FORMAT MoU DALAM BAHASA INGGRIS 

 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 AMONG 

TEUNGKU FAKINAH ACADEMY OF NURSING, BANDA ACEH 

WITH 

(NAME OF INSTITUTION) 

ABOUT 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

                        

On this day …….Date…….. Month…… Year…, we, the undersigned: 

 

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY agree to make and sign a cooperation agreement 

in terms of ……. with the following conditions: 

NUMBER : 
……………………………………… 

………………………………………. 

I.  ……… : Position, Decree of Appointment (if any), 

Date of Decision Letter, Address, therefore 

legally acting for and on behalf of and 

representing the Nursing Academy of 

Teungku Fakinah Banda Aceh, hereinafter 

referred to as the FIRST PARTY. 

 

II. …….. : Position, Decree of Appointment (if any), 

Date of Decision Letter, Address, therefore 

valid to act for and on behalf of ……. 

(Working Partners) hereinafter referred to 

in this Agreement as “THE SECOND PARTY” 

 

LOGO 

MITRA 
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Section 1 

PURPOSE AND OBJECTIVES 

 

The purpose and objective of this Memorandum of Understanding is to establish 

cooperation in the field of ________________________________ in accordance with the 

duties, functions and authorities of each PARTY in order to improve the capacity of the 

PARTIES. 

 

Section 2 

SCOPE 

The scope of this Memorandum of Understanding, among others, is as follows: 

(1) ……………… 

(2) ……………… 

(3) etc 

Section 3 

COOPERATION IMPLEMENTATION 

In the context of implementing this Cooperation, the PARTIES agree that it will be arranged 

later on the basis of deliberation or consensus which will then be stated in a separate 

Agreement and is an integral part of this Memorandum of Understanding. 

 

Section 4 

PERIOD OF TIME 

(1) This Cooperation Agreement is valid for 4 (four) years ….. starting on…. up to ……..; 

(2) If one of the PARTY or the PARTIES plans to extend or terminate this Cooperation 

Agreement, then each PARTY must notify the other PARTY in writing at the latest 2 

(two) months prior to the extension or termination of this Cooperation Agreement.  

 

Section 5 

FINANCING 

The costs incurred as a result of the implementation of this Memorandum of 

Understanding shall be the burden and responsibility of each PARTY. 

 

Section 6 

TRANSITION RULES 

The PARTIES shall monitor and evaluate the implementation of this Memorandum of 

Understanding at least 1 (one) time in 1 (one) year. 
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Section 7 

OTHER PROVISIONS 

(1) Amendments to this Memorandum of Understanding may be made based on the 

written agreement of the PARTIES. 

(2) Matters that have not been regulated in this Memorandum of Understanding must be 

regulated and determined later in an addendum that is agreed in writing by the 

PARTIES and is an integral part of this Memorandum of Understanding. 

 

Section 8 

CLOSING 

This Cooperation Agreement Charter is made in 2 (two) original copies, each of which has 

the same legal force after being affixed with sufficient stamp duty and signed by both 

parties, each party holding 1 (one) copy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FIRST PARTY , 

 

 

 

THE SECOND PARTY , 

 

(……………………………) (……………………………)  
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FORMAT MoA 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA 

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH BANDA ACEH 

DENGAN 

…………………………………………………………………. 

TENTANG 

…………………………………………………………………… 

 

NOMOR : 
……………………………………… 

………………………………………. 

                        

Pada Hari ini …….Tanggal…….. Bulan…… Tahun…, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani 

perjanjian kerjasama dalam hal ……. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

 

 

 

I.  ……… : Jabatan, Surat Keputusan Pengangkatan 

(Jika ada), Tanggal SK, Alamat, oleh 

karenanya sah bertindak untuk dan  atas 

nama serta mewakili Akademi Keperawatan 

Teungku Fakinah Banda Aceh yang 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

II. …….. : Jabatan, Surat Keputusan Pengangkatan 

(Jika ada), Tanggal SK, Alamat , oleh 

karenanya sah bertindak untuk dan atas 

nama ……. (Mitra Kerja) untuk selanjutnya 

dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK 

KEDUA” 

LOGO 

MITRA 
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TUJUAN 

Pasal 1 

Perjanjian Kerja Sama ini disepakati PARA PIHAK  dengan tujuan untuk ………... 

 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pelayanan kesehatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 

a. ….. 

b. …..  

c. dst 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 3 

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA : 

1. PIHAK PERTAMA berhak: 

a. ..... 

b. dst 

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban: 

a. ..... 

b. dst 

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA : 

1. PIHAK KEDUA berhak: 

a. ..... 

b. dst 

2. PIHAK KEDUA berkewajiban: 

a. …. 

b. Dst 
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BENTUK DAN SIFAT PENUGASAN 

Pasal 4 

…….. yang ditugaskan ….di tempat PIHAK KEDUA menurut ketentuan yang berlaku di 

tempat PIHAK KEDUA. 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 5 

(1) ……; 

(2) dst 

 

JANGKA WAKTU 

Pasal 6 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku ….. mulai tanggal….                                               sampai dengan ……..; 

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK  berencana untuk memperpanjang atau 

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing PIHAK wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya  dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sebelum masa perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja 

Sama ini. 

PENGAKHIRAN PERJANJIAN 

Pasal 7 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila: 

a. …..; 

b. dst 

(2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang 

belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK 

lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku 

sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya; 

(3) PARA PIHAK  sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum 

Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan 

hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/ pengakhiran suatu perjanjian. 
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KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

Pasal 8 

 

(1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang 

terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK  dan yang 

menyebabkan PIHAK yang mengalami Force Majeure tidak dapat melaksanakan atau 

terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini; 

(2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, 

wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan 

kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan 

Perjanjian ini; 

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka: 

a. PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut 

oleh PIHAK lainnya; 

b. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa 

Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 

(empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang 

dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang 

menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut;  

c. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk 

tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini 

segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir. 

(4) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau 

diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK  sepakat untuk meninjau kembali Jangka 

Waktu Perjanjian ini; 

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat 

terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing 

PIHAK. 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 9 

(1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat 

oleh PARA PIHAK; 
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(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA 

PIHAK  sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

ADDENDUM 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan 

perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur 

kemudian oleh PARA PIHAK  melalui musyawarah untuk membuat addendum sepanjang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk 

tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK  dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. 

 

PEMBERITAHUAN 

Pasal 11 

(1) Hak dan kewajiban PARA PIHAK  berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat 

dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali atas 

persetujuan tertulis PARA PIHAK ; 

(2) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini tidak sah atau 

tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan 

lainnya, maka PARA PIHAK  dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lain 

dalam perjanjian kerja sama ini tidak akan terpengaruh dan tetap sah berlaku dan 

dapat dilaksanakan; 

(3) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama 

ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia. 

PENUTUP 

Pasal 12 

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-

masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani 

dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK , masing-masing 1 rangkap dipegang oleh 

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA. 

 

 

 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

PIHAK KEDUA, 

 

(……………………………) (………………………………..)  
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FORMAT MoA DALAM BAHASA INGGRIS 

 

 

 

 

 

COOPERATION AGREEMENT  

AMONG 

TEUNGKU FAKINAH ACADEMY OF NURSING, BANDA ACEH 

WITH 

(NAME OF INSTITUTION) 

ABOUT 

………………………………………………………………………… 

 

 

                        

On this day …….Date…….. Month…… Year…, we, the undersigned: 

 

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY agree to make and sign a cooperation agreement 

in terms of ……. with the following conditions: 

 

 

 

NUMBER : 
……………………………………… 

………………………………………. 

I.  ……… : Position, Decree of Appointment (if any), 

Date of Decision Letter, Address, therefore 

legally acting for and on behalf of and 

representing the Nursing Academy of 

Teungku Fakinah Banda Aceh, hereinafter 

referred to as the FIRST PARTY. 

 

II. …….. : Position, Decree of Appointment (if any), 

Date of Decision Letter, Address, therefore 

valid to act for and on behalf of ……. 

(Working Partners) hereinafter referred to 

in this Agreement as “THE SECOND PARTY” 

LOGO 

MITRA 
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DESTINATION 

Section 1 

This Cooperation Agreement has been agreed by the PARTIES with the aim of ………. 

 

SCOPE 

Section 2 

The scope of health services in this Cooperation Agreement includes: 

a. ….. 

b. ….. 

c. etc 

RIGHTS AND OBLIGATIONS 

Section 3 

The rights and obligations of the FIRST PARTY: 

1. THE FIRST PARTY has the right: 

a. ..... 

b. etc 

 

2. The FIRST PARTY is obliged to: 

a. ..... 

b. etc 

 

The rights and obligations of the SECOND PARTY: 

1. SECOND PARTY has the right: 

a. ..... 

b. etc 

 

2. The SECOND PARTY is obliged to: 

a. …. 

b. etc 

 

FORMS AND NATURE OF ASSIGNMENT 

Section 4 

……..assigned ….at the place of the SECOND PARTY according to the provisions in force at 

the place of the SECOND PARTY. 
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PROCEDURE OF PAYMENT 

Section 5 

(1) ……; 

(2) etc 

 

PERIOD OF TIME 

Section 6 

(1) This Cooperation Agreement is effective ….. starting on…. up to ……..; 

(2) If one of the PARTY or the PARTIES plans to extend or terminate this Cooperation 

Agreement, then each PARTY must notify the other PARTY in writing at the latest 2 

(two) months prior to the extension or termination of the Cooperation Agreement. 

this. 

 

TERMINATION OF AGREEMENT 

Section 7 

(1) This Cooperation Agreement ends if: 

a. …..; 

b. etc 

(2) The termination of this Agreement does not eliminate obligations that have arisen that 

have not been settled or are still in arrears by one PARTY against the other PARTY, so 

that the terms and conditions in this Agreement will remain in effect until the 

completion of these obligations by the PARTY who is obliged to carry it out. 

(3) THE PARTIES agree to waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code to the 

extent that it requires a judge/court decision in advance for the 

cancellation/termination of an agreement. 

 

CONDITION OF FORCE MAJEURE 

Section 8 

(1) Force Majeure (hereinafter referred to as "Force Majeure") is a condition that occurs 

beyond the ability, fault or power of the PARTIES and which causes the PARTY 

experiencing Force Majeure to be unable to carry out or forced to postpone the 

implementation of its obligations under this Agreement; 

(2) Force Majeure as referred to in paragraph (1) includes natural disasters, floods, 

epidemics, wars, rebellions, riots, general strikes, fires and Government policies that 

directly affect the implementation of this Agreement; 

(3) In the event of a Force Majeure event, then: 

a. A PARTY that is prevented from carrying out its obligations cannot be sued by the 

other PARTY; 
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b. The PARTY affected by the Force Majeure must notify the existence of the Force 

Majeure event to the other PARTY in writing no later than 14 (fourteen) calendar 

days from the time the Force Majeure event occurs, which is confirmed by a 

statement letter from the authorized official explaining the existence of the Force 

Majeure event; 

c. The PARTY affected by Force Majeure must make maximum efforts to continue to 

carry out its obligations as stipulated in this Agreement immediately after the Force 

Majeure event ends. 

(4) If the Force Majeure event continues until it exceeds or is suspected by the PARTY 

experiencing Force Majeure to exceed a period of 30 (thirty) calendar days, then the 

PARTIES agree to review the Term of this Agreement; 

(5) All losses and costs suffered by one of the PARTY as a result of the Force Majeure event 

are the responsibility of each PARTY. 

 

DISPUTE RESOLUTION 

Section 9 

(1) All disputes arising in the implementation of this Cooperation Agreement will be 

resolved in the best possible way through deliberation to reach consensus by the 

PARTIES; 

(2) If the deliberation as referred to in paragraph (1) is not reached, the PARTIES agree to 

settle it through the Banda Aceh District Court. 

 

ADDENDUM 

Section 10 

Matters that have not been regulated and/or that have not been sufficiently regulated 

and/or changes are required to the terms and conditions in this Cooperation Agreement 

will be regulated later by the PARTIES through deliberation to make an addendum as long 

as it is in accordance with the provisions of the laws and regulations, set forth in the form 

of written and signed with the PARTIES and is an inseparable part of this Cooperation 

Agreement. 

ANNOUNCEMENT 

Section 11 

(1) The rights and obligations of the PARTIES under this Cooperation Agreement cannot be 

transferred, either partially or wholly to other parties, except with the written approval 

of the PARTIES; 

(2) If one or more of the provisions in this cooperation agreement are invalid or invalid or 

cannot be implemented based on law or other decisions, then the PARTIES hereby 

agree and declare that the other provisions of this cooperation agreement will not be 

affected and remain valid and enforceable; 
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(3) The interpretation and implementation of the terms and conditions in this cooperation 

agreement is according to the Law of the Republic of Indonesia. 

 

CLOSING 

Section 12 

This Cooperation Agreement is made in 2 (two) original copies, with sufficient stamp duty, 

each of which has the same sound and has the same legal force after being signed and 

affixed with an official seal by the PARTIES, 1 copy each is held by the FIRST PARTY, and the 

SECOND PARTY . 

THE FIRST PARTY , 

 

 

 

THE SECOND PARTY , 

 

(……………………………) (……………………………)  
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FORMAT BERITA ACARA PERUMUSAN DRAF MOU/MOA DAN BERITA ACARA 

PENANDATANGAN MOU/MOA 

 

BERITA ACARA 
 
 

Pada hari ini …… tanggal…… bulan…… tahun……… bertempat di……… yang bertanda tangan 

dibawah ini, saya : 

 

Nama  :  

Jabatan :  

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama  :  

Jabatan :  

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 

dengan ini menerangkan bahwa : 

Atas nama Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh telah melakukan 

pertemuan dengan PIHAK KEDUA, dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai 

berikut: 

 

1.  

 

2. dst 

 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
Banda Aceh, ………. 

 PIHAK PERTAMA,                  PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 
 ……………………….      ………………….. 
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BERITA ACARA 
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH DENGAN……. 
 
 
 

Pada hari ini …… tanggal…… bulan…… tahun……… pukul…WIB bertempat di……… , telah 

dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Akademi Keperawatan 

Teungku Fakinah Banda Aceh dengan….. 

 

Pada kegiatan ini telah dicapai kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan perubahan Visi, Misi, dan Tujuan Institusi dan 

Program Studi yang baru. 

 

Demikian Berita Acara Penandatanganan Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
Banda Aceh, ………. 

 PIHAK PERTAMA,                    PIHAK KEDUA, 
 
 
 
 
 ……………………….       ………………….. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


